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BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 52 TAHUN 2 0 1 7 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 T a h u n 2017 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017, per lu membentuk Peraturan Bupat i tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah T a h u n Anggaran 2017. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 t a h u n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
L ingkungan Propinsi Jawa T i m u r (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Ber i ta Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana 
te lah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
2730); 

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara T a h u n 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nonior 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
d iubah beberapa ka l i , terakhir dengan Undang-Undang 
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Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ncmor 5579); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 T a h u n 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki l Kepala 
Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Adminis t rat i f P impinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 

11 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i , terakhir dengan 
Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah; 

14. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 
Tahun 2016; 

15. Peraturan' Menter i Dalam Negeri Nomor 62 T a h u n 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 
2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 
Nomor 7); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Adminis t rat i f P impinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 
Nomor 3); 

20 . Peraturan Bupat i Pacitan Nomor 80 T a h u n 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 
Nomor 8); 

2 1 . Peraturan Bupat i Pacitan Nomor 42 T a h u n 2017 tentang 



Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
(Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 42); 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2017 
semula 1.575.153.260.087,00 bertambah sejumlah 131.643.676.727,72 sehingga 
menjadi 1.706.796.936.814,72 dengan r inc ian sebagai ber ikut : 

' l . :Pendapatan 

a. S e m u l a 1,535.893,464,242.00 

b. Bertambah/ (Berkurang ) 142,596,990,950.74 

J u m i a h Pendapatan 1,678,490,455,192-74 
Se te l ah Pe rubahan 

*2. Be lan ja 

a. S e m u l a 1.572,203,260,087.00 

b. Bertambah/ (Berkurang ) 133,.I43,676,727.V2 

J u m i a h Pendapatan 1,705,346.936,814.72 
Se te l ah Perubahan 

Surplus/IDefis it ) S e t e l a h Pe rubahan (26,856,481,621.98) 

'3. Pembiayaan 

a . P e n e r i m a a n 

, 1 S e m u l a 39,259,795,845.00 

2 Be r t ambah/ (Be rkuran (10,953.314,223.02) 

I J u m i a h Pendapatan 

Se te l ah Pe rubahan 28,306,481,621.98 

:b. Penge luaran 

1 S e m u l a 2,950,000,000.00 

2 Be r tambah/ (Be rkuran (1,500,000,000.00) 

J u m i a h Pendapatan 

Se te l ah Pe rubahan 1,450,000,000.00 

iPembiayaan Netto 26,856,481,621.98 

S i s a Lebih Pembiayaan Anggaran S e t e l a h Perubahan 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1, 
t e rcantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan t idak terpisahkan 
dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 1 d i r inc i lebih 
lan ju t dalam Lampiran I I yang merupakan satu kesatuan t idak terpisahkan dar i 
Peraturan Bupa t i i n i . 



Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang d i te tapkan dalam Peraturan i n i 
d i tuangkan lebih l an ju t da lam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang 
ber laku. 

Pasal 5 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan Fengundangan Peraturan in i 
dengan Penempatannya da lam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 52 


